BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Dewasa kini penyelesaian kasus kekerasan seksual belum mencapai titik
terang, masyarakat khususnya korban belum mendapatkan pemulihan dan
perlindungan yang tepat, bahkan sampai detik ini pun masyarakat terus
dihantui oleh rasa takut, tidak aman atas maraknya kasus kekerasan seksual.
Kasus kekerasan seksual kerap kali berakhir tanpa memberikam penyelesaian
dan pemulihan kepada masyarakat, korban dan pelaku. Hal tersebut akibat
banyak yang meremehkan korban kekerasan seksual sehingga menyulitkan
korban juga untuk mendapatkan perlindungan serta pemulihan. Sedangkan
seperti yang diketahui bahwa dampak kekerasan seksual sangat merugikan
dan berbahaya seperti kematian, upaya usaha untuk mengakhiri hidup,
gangguan kesehatan seperti terkena HIV/AIDS, gangguan kesehatan pada

fisik, gangguan mental bahkan ganggungan kesehatan reproduksi.

Kehadiran Restorative Justice pada sistem peradilan pidana Indonesia pada
praktiknya belum sesuai dengan prinsip Restorative Justice senyatanya,
khususnya pada kasus kekerasan seksual. Restorative Justice yang diterapkan
hanya dijadikan sebuah kemasan saja atau quote an quote, dikatakan demikian
sebab pada proses penyelesaiannya ternyata tidak menerapkan Restorative
Justice sehingga tidak memberikan pemulihan keadaan yang sesuai dengan
keinginan maupun kebutuhan korban dan masyarakat, bahkan ekstrimnya
ternyata yang terjadi adalah tidak adanya penyelesaian pada kasus. Bahkan
bukan hanya itu saja Restorative Justice yang digadang — gadang memberikan
perlindungan kepada masyarakat dan korban pun seakan tidak terwujudkan
dengan benar. Dikatakan demikian sebab Restorative Justice yang diterapkan
adalah seperti menikahkan korban dengan pelaku, kemudian hanya dengan
memberikan sejumlah uang saja, yang pada akhirnya menimbulkan konsep
hanya menguntungan pihak lain saja terutama kalangan yang memiliki relasi

kuasa.
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Berbicara mengenai penerapan Restorative Justice sebagai penyelesaian kasus
kekerasan seksual, pertama — tama ternyata pada dasarnya Restorative Justice
tidak dapat diterapkan kepada seluruh tindak pidana sebab terdapat syarat —
syarat atau kriteria penerapan Restorative Justice. Selain itu ternyata
penerapan Restorative Justice dirasa tidak tepat untuk diterapkan khususnya
pada kasus kekerasan seksual sebab bukan hanya tidak sesuai dengan syarat —
syarat pemberlakuan Restorative Justice yang diatur dalam peraturannya,
tetapi Restorative Justice dilarang diterapkan karena untuk mencegah
kegagalan pemulihan keadaan dan pemenuhan hak korban dan masyarakat
yang terdampak akibat ganti rugi atau pertanggungjawaban yang diberikan
dirasa belum memberikan pemulihan keadaan seperti misalnya muncul konsep
memberi ganti rugi atau pemulihan dengan membayar sejumlah uang atau

menikahkan korban dengan pelaku.

Pemerintah Indonesia memang telah melakukan berbagai upaya untuk
menanggulangi, mencegah bahkan berusaha untuk turut serta memberikan
pemulihan kepada korban, masyarakat serta pelaku kekerasan seksual, baik
secara penal maupun non penal. Pada kenyataannya hal tersebut masih belum
efektif memberikan pemulihan kepada korban, namun dengan hadirnya
Undang — Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menggambarkan
konsep perlindungan masyarakat terhadap kekerasan seksual dengan adanya
paradigma perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, diharapkan dapat
menjadi sarana dalam menyelesaikan kekerasan seksual yang selama ini
terjadi dengan tujuan untuk memberikan pemulihan keadaan kepada
masyarakat dan khususnya korban kekerasan seksual. Selain itu Restorative
Justice juga dapat menjadi penguat, pendorong adanya pemulihan keadaan
yang benar dan tepat sesuai dengan prinsipnya khususnya pada kasus
kekerasan seksual demi memberikan pemenuhan hak — hak korban serta

pemulihan kepada korban, masyarakat dan pelaku.
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5.2 Saran
Dengan melihat kenyataan dalam penanganan kasus kekerasan seksual saat ini
dan bagaimana penerapan Restorative Justice pada kasus kekerasan seksual,
sudah sepatutnya pemerintah Indonesia dan para pihak yang terlibat seperti
lembaga — lembaga yang dapat membantu proses pemulihan hingga pihak —
pihak yang turut serta dalam proses tersebut yakni pendamping, penyidik,
kejaksaan hingga tingkat hakim dapat lebih menegaskan menerapkan
Restorative Justice sesuai dengan prinsip senyatanya demi memberikan
pemulihan keadaan korban, masyarakat dan pelaku kekerasan seksual.
Terutama ketika Pemerintah Indonesia sudah memiliki beberapa produk
hukum yang memang mengatur mengenai keberlakuan Restorative Justice.
Selain itu kini dengan hadirnya Undang — Undang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual yang melihat bagaimana menyelesaikan kasus kekerasan seksual dan
memulihkan keadaan setiap pihak terutama korban, dapat menguatkan
bagaimana menerapkan Restorative Justice sebagai prinsip atau konsep untuk
melindungi, mengembalikan, memenuhi atau menjadi wadah apa yang
menjadi  kebutuhan dan hak — hak korban kekerasan seksual demi
perlindungan atas kesusilaan dan kesopanan sebagai suatu ketertiban umum.
Jika semua itu dapat terwujud dengan benar, tentunya dapat menjadi jaminan
bahwa negara, peran keluarga dan masyarakat hadir untuk menciptakan

lingkungan yang bebas kekerasan seksual.
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